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KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR KM 97 TAHUN 2023
TENTANG

PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KP 823
TAHUN 2013 TENTANG PEMBERIAN IZIN KEPADA PT KRAKATAU BANDAR
SAMUDERA UNTUK MENYELENGGARAKAN PELAYANAN JASA PEMANDUAN

PADA PERAIRAN WAJIB PANDU KELAS I BANTEN

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

a.

bahwa pelaksanaan pelayanan jasa pemanduan dan
penundaan kapal di Perairan Wajib Pandu Kelas I pada
Wilayah Perairan Pelabuhan Banten Provinsi Banten
telah diberikan kepada PT Krakatau Bandar Samudera
berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor
KP 823 Tahun 2013 tentang Pemberian Izin kepada
PT Krakatau Bandar Samudera untuk Menyelenggarakan
Pelayanan Jasa Pemanduan pada Perairan Wajib Pandu
Kelas I Banten;

bahwa dengan telah ditetapkan penetapan Perairan Wajib
Pandu Kelas I pada Wilayah Perairan Pelabuhan Bantén
Provinsi Banten melalui Keputusan Menteri Perhubungan
Nomor KM 86 Tahun 2023 tentang Penetapan Perairan
Wajib Pandu Kelas I pada Wilayah Perairan Pelabuhan
Banten Provinsi Banten, perlu dilakukan pencabutan
pemberian pelimpahan pemanduan kepada PT Krakatau
Bandar Samudera sebagai penyelenggara pelayanan jasa
pemanduan kapal pada perairan Wajib Pandu Kelas I
Banten;

bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor PM 57 Tahun 2015 tentang
Pemanduan dan Penundaan Kapal, Menteri
mendelegasikan kewenangan kepada Direktur Jenderal
Perhubungan Laut dalam penetapan pelimpahan
pelaksanaan pelayanan jasa pemanduan dan penundaan
kapal kepada Badan Usaha Pelabuhan atau Pengelola
Terminal Khusus yang memenuhi persyaratan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang
Pencabutan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP
823 Tahun 2013 tentang Pemberian I[zin kepada
PT Krakatau Bandar Samudera untuk Menyelenggarakan

Pelayanan Jasa Pemanduan pada Perairan Wajib Pandu
Kelas I Banten;




Mengingat

Menetapkan

: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang

Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4849) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang
Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5093);

3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);

4. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang
Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);

5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun
2011 tentang Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran;

6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun
2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor
Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (Berita Negara
Republik  Indonesia Tahun 2012 Nomor 629)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 16 Tahun
2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan
Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan
Otoritas Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 400);

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 Tahun
2015 tentang Pemanduan dan Penundaan Kapal (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 390);

8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun
2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 815);

MEMUTUSKAN :

: KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG

PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR KP 823 TAHUN 2013 TENTANG PEMBERIAN IZIN
KEPADA PT KRAKATAU BANDAR SAMUDERA UNTUK
MENYELENGGARAKAN PELAYANAN JASA PEMANDUAN
PADA PERAIRAN WAJIB PANDU KELAS I BANTEN.




PERTAMA

KEDUA

KETIGA

: Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 823 Tahun 2013

tentang Pemberian Izin kepada PT Krakatau Bandar
Samudera untuk Menyelenggarakan Pelayanan Jasa
Pemanduan pada Perairan Wajib Pandu Kelas I Banten,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

: Direktur  Jenderal @ Perhubungan  Laut  melakukan

penyesuaian dan/atau pembaharuan keputusan pelimpahan
pemanduan dan penundaan kapal kepada Badan Usaha

Pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Agustus 2023

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:
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Menteri Koordinator Bidang Perekonomian,;

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
Menteri Kelautan dan Perikanan;

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Kepala Staf TNI Angkatan Laut;

Gubernur Banten;

Kepala Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI AL;

Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Direktur Jenderal

Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan;

©

Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Banten;

10 Direktur PT Krakatau Bandar Samudera.

Salinan sesuai dengan aslinya
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_fKEBALA BIRO HUKUM,




